Berobat tak Perlu Antre Mendaftar

jera Launching Sistem Online » Rudi Minta Semua Pelayanan di Pemko
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waktu dekat RSUD akan melaunching pelayanan

sistern onime dan pasien tak periu lagi antre mendaftar.

iapkan. Ini bertujuan uniuk
memberikan kemudahan ke-
pada masyarakal, sehingga
masyarakat tidak perlu hadir
untuk mendaftar dan tidak
perlu antre. Tidak hanya
dalam hal memberikan lay-
anan kepada masyarakat
saja, untuk uwrusan internal
Pemko Batam pun, Rudi
mengharapkan agar antara
sistem vang satu dengan
vang lain saling terhubung.

“Ini harus kita mulai dari
sckarang, sesuai dengan in-
struksi Pak Presiden. Bah-
kan Pak Presiden akan mem-
buat regulasi baru menyang-
kut perizinan. Perubahan ini
harus segera dilaksanakan,”
katanya.

Sementara Direktur RSUD
Embung Fatimah Kota
Batam, Anl Dewiyana men-
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KNCI Protes

Aturan Ko ming

» Unjuk Rasa di DPRD Batam
- » Minta 1 NIK 3 Nomor Dihapus

BATAM, TRIBUN - Aksi unjuk rasa Kesatuan
Niaga Celular Indonesia (KNCI) Kepri diter-
ima Komisi | DPRD Kota Batam dan Kadls
Kominfo. Pertemuan digelar di ruang serba-
funa Lantal | gedung DPRD Kota Batam

"Kami sangat mendukung apa yang
diharapkan pemerintah. Tetapi kalau di-
batasi kami tak bisa kerja. Sementara kami
harus menjual stok kami. Kalau tak dijual
kami rugl,” ujar Junaidi dengan suara Unggl,
Senin (2/4).

Pihak KNCI, Kinston mengatakan awal-
nya KNCI inl berdirl 1 September di Garul.
, Kemudian melakukan reformasi menjadi

¢ sepertl saal inl bisa terjalin seluruh Indo-
nesta, Tujuannya untuk menjalin keber-
samaan mengurangl penipuan.

“Jadl tuntutan kami hanya meminta men-
ghapuskan 1 NIK 3 nomor perdana. Kaml

» minta kominfo menghapus aturan ftu,” tutur
Kinston.

. Pertemuan ini dipimpin Wakil Ketua
* Komisi | Kota Batam, Harmidl Umar Husein
. dan Anggota Komisi 1, Lik Khal, Kepala Dinas

Kominfo, Salim, dan Kapolsek Batam Kota,
" Kompol Firdaus,

Salim mengatakan secara struktural tdak
langsung dibawah Kementerian Kominfo. Ia

- mengatakan menerima aspirasi KNCI dan

akan disampaikan ke dalam rapat.

“Jadi peraturan inl untuk menghindari
penipuan. Kita juga tak bisa melakukan ek
sekusl karena keputusan bukan di tangan
kita. Kaml akan bahas Ini terkait keinginan

' Jangan dibatasl,” papar Salim,

la menyebul semoga aspirasl lersebut
sampal ke Kementerian Kominlo dan tun-
tutan tersebut segera ditindaklanjuti,

Warga menyebut  jika kementer-
fan memberikan peraturan harusnya
diberikan solusi, Hal ind disampatkan
oleh beberapa pérwakilan KNCI

"Sebenarnya aturan reglstrast in
akan membuat warga nyaman dan
kami tak keberatan. Terkail aturan
ini tidak adil, karena rata-rata tin
dakan kriminal tu darl selular.
Bukan darl internet, tapi kenapa
internet melalul kartu diblok. Se
harusnya berikan solusl kepada
para konter, Bukan diputus begltu
saja, Itu merupakan hal yang tak

adil,” papar Junaidi,
la melanjutkan di Korea dan’

Jepang kartu internet tak harus
registrasl tapi memang tak bisa
menelepon. Sejak adanya registrasi,
turls yang datang ke Batam juga men-
jadi sulit membell kartu internet,
“Kalau datang ke konter kami ingin
daftar harus melalul galery, jadi kalau
bell malam, ke galeri mana. Setlap ada
aturan harusnya pemerintah harus pun-
ya solusi. Kalau kami ditutup berarti wifi
juga harus ditutup karena mereka tak
menggunakan data NIK dan KK.” katanya,
Sementara Itu salah salu perwakilam
KNCI, Lanfar mengatakan setiap handphone
itu ada International Mobile Equipment lden
tity (IMET), apabila ingin melakukan pelacak-
an bisa melalul nomor IME] di handponenya,

Tak hanya melalul nomor telpon selulernya.  UNJUK RAS
“Tapl melalui IMEL Kalau untuk pelacak-  hota Batam,
an itu sangat mudah sekali dan bermanfaat  (NIK) untuk tic

untuk semua. Tak merugikan outlet interna-
slonal seperti ini," tegasnya. (rus)



Tak Ada Pembatasan Kartu

SEBENARNYA tak ada batasan 1 Nomor In-
duk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluar-
ga (KK) hanya bisa sebanyak 3 nomor. Hal
ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komu-
nikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Batamr
Salim.

“Peraturan Kominfo nomor 21 tahun 2017
bahwa memang dibatasi untuk mendaftar
sendiri yaitu baik untuk data maupun me-
nelepon. Harus maksimal 3 kartu saja. Se-
mentara nomor keempat boleh, tetapi harus
langsung keoperator yang bersangkutan,”
-kata Salim kepada Tribun, Senin (2/4).

la melanjutkan yang menjadi keberatan pi-
hak KNCI ini sebenarnya karena mereka tak
dilibatkan atau tak diberikan kewenangan
“dalam hal pendaftaran yang keempat. Dan
mereka ingin diberikan hak untuk pendaftar-
an tersebut. Itu saja sebenarnya.

Yang paling penting, Kesatuan Niaga Seluler

Teta _

Indonesia (KNCI) Kepri memberikan rekomen-
dasi kepada kementerian perihal pembatasan
bagi orang perorangan memmm kartu seluler.

sebenamya Tapl kalau mau |EDIh dan 3 si-

lahkan langsung ke operatornya masing-
masing. Misalnya telkomsel, indosat, XL,
dan lainnya,” ucap Salim mengulangi.

Salim mengatakan mereka secara resmi
melakukan kegiatan ini harus ada dasar hu-
kumnya. Ini adalah peraturan menteri yang
menjadi keputusan pusat.

“Saya bukan mengatasnamakan peme-
rintahan daerah, karena secara struktural
bukan menjadi bawahan Kominfo. Kalau di
daerah paling koordinasi saja. Untuk solu-
sinya kita akan mengakomodir masukkan
mereka ke pusat secepat mungkin,” tegas-

nya. (rus)



Pemohon Bisa Pantau Perizinan
» Presiden akan Resmikan Mal Pelayanan Publik

BATAM, TRIBUN - Setelah lama di-  “Nanti semuanya harus :

pakai online Soal integrasi antar layanan yang ad
tunggu, rencananya Mal Pelayanan Pub-  (daring). Kemudian terintegrasi antar di MPP, Gustian mengatakan fn ei:rasai
Lk MER) Batan cen diccemiian Som satu deng: yjamya. sudah mulai berjalan. dingeel aogts
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Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu tas antarinstansi.

siden RI Joko Widodo rencananya ak

hadir pada peresmian tersebut. Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Gustian “Jadi nanti masyarakat cukup, satu
Wali Kota Batam, Rudi mengakui, Riau mengatakan, informasi peresmian . kali memasukkan berkas saja, di awal,

pihaknya sudah mendapat informasi MPP sudabh ia terima. Kalau ada dokumen perizinan yang sya-

terkait peresmian MPP. Namun secara “Itu disampaikan saat arahan Presi- ratnya sama,” kata Gustian.

resmi, pihaknya belum mendapatkan den di pertemuan wali kota atau bupati Sementara Direktur Pelayanan Ter-

surat. kemarin,” kata Gustian. padu Satu Pintu (PTSF) BP Batam. Ady
“Jadi saya belum bisa berkomentar Meski begitu, Gustian mengaku be- Soegiarto mengakui, banyak manfaat

banyak soal itu,” kata Rudi, Senin (2/4). lum tahu tanggal pasti peresmian terse- nyata yang bisa dirasakan masyarakat,

itu, ia te ta kepa.  but. Untuk peresmian, diakuinya sudah jika sistem online dalam pelayanat P
Meski begitu, ia tetap meminta kep P izinan di Mal Pelayanan Publik (MPF)

i Pemerintah Kota Ba- auh-iauh hari pihaknya melakukan o
f;rffliatgkm;}:afmian persiapan terkait j]:}ersi:ipan berkoordinasi dengan instan-  sudah diterapkan. Dal?dnm?la}aﬁbai;
peresmian tersebut. Persiapan ini di an- si lainnya, yang ada di MPP: | nurut Ady, inteErasi 1111113 Dnlyim' Single
taranya, agar seluruh pelayanan pere- *Dalam waktu dekaE ini kita akan data ;hanng, emii .
rintah menggmakan sistem elektronik. adakan pertemuan lagi,” ujarnya. Submission (0SS). (
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20 Titik Baru akan Dlpasang CCTv

» Prioritas Lokasi Rawan dan Persimpangan

BATAM, TRIBUN - Dalam
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) 2019,
Pemerintah Kota (Pemko)
Batam berencana menam-
bah fasilitas CCTv di 20 titik
baru. Tujuannya untuk me-
lengkapi 36 CCTv yang ada
sebelumnya.

Kepala Dinas (Kadis)
Komunikasi dan Informasi
(Kominfo), Salim mengatakan
20 titik CCTv ini nantinya
akan difokuskan di lokasi-
lokasi persimpangan jalan,
daerah keramaian, serta
daerah yang rawan mela-
kukan tlndakan kejahatan.

Dan nantinya
pemantauan
CCTv ini diken-
dalikan tenaga
operasional di-
bidang informasi
teknologi.
“Sudah dius-
ulkan dan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang).
Fokus kita me-
mang dilakukan

Salim

Batam,” kata
Salim kepada
Tribun, di Ge-
dung DPRD Kota
Batam, Senin
(2/4).
Mengangkut
jumlah anggar-
annya, Salim
belum bisa mem-
berikan informasi
banyak kepada
wartawan, meng-
ingat masih ada
pembahasan di

di mainland dan pusat kota. internal terkait pengadaaan,
Selanjutnya akan dilakukan biaya perawatan pemelihara-

pembahasan ke DPRD Kota

an serta sewa link CCTv.

“Untuk jumlah pasti ang-
kanya nanti akan kita sam-
paikan,” jelasnya.

Hingga saat ini Pemko
Batam memiliki 36 kamera
CCTv di 20 titik yang tersebar
di Batam. Mengingat penga-
daan kamera CCTv baru di-
anggarkan sejak 2017 lalu.

Sementara di 2018 dilaku-
kan penundaan karena ada
rasionalisasi anggaran. Pro-
gram ini kemudian diusul-
kan lagi di 2019 dengan me-
lihat kebutuhan Kota Batam
dan sekaligus meminimalisir
tindak kejahatan yang marak
terjadi. (rus)



Siapkan Genset Antisipasi Listrik Padam
» 305 Siswa SMKN 4 Ikut Ujian Berbasis Komputer

BATAM, TRIBUN - Hari
pertama Pelaksanaan Ujian
Nasional (UN) yvang serentak
dilaksanakan di seluruh Se-
kolah Menengah Kejuruan
(SMK) berjalan lancar dan se-
suai jadwal yang ditentukan.

Kepala Bidang (Kabid)
Pembinaan Sekolah Mene-
ngah Kejuruan (SMK) Pro-
vinsi Kepri, Muhammad Dali
saat mengunjungi SMEN 4
Batam menvebut semua ber-

lancar.

“Alhamdulilah informasi
hari ini untuk Ujian Nasional
SMK di Kepri, baik jadwal
maupun soal untuk pelaksa-
naan UNKP dan UNBK berja-
lan lancar dan tidak ada ken-
dala. "katanya, Senin (2/4).

Ditengah kunjungannya
pada pagi hari di SMEN 4

Batam, memantau segala ak-
tivitas para siSwa ke ruangan
sekolah apakah ada kendala
atau tidak pada saat pelaksa-
naan UNBK. Saat dipantau
masih aman dan tidak ada
kendala, baik soal maupun
hal lainnya.

la juga mengunjungi se-
kolah SMK lainya yang ada
di Batam seperti SMEN 1,
SMK 5 dan lainya. "Habis
dari SMKN 4 Batam ini, saya
lanjut memantau di sekolah
SMKN 1 Batam,"jelasnya.

“Kita sudah menyurati PLN
dan jaringan kita. Mudah-
mudahan tidak ada kendala
selama empat hari pelaksa-
naan UNBK yang diadakan
beberapa sekolah SMK yang
ada di Kepri, jelasnya.

Pantuan Tribun di SMK N

4 Batam, di tengah siswa me-
laksanakan UNBK sesi perta-
ma yang dimulai pukul 07.30
WIB berjalan lancar dan ti-
dak ada kendala. Pelaksaa-
nan UNBK ini berlangsung
selama empat hari hingga
Kamis (5/4).

Kepala Sekolah SMA N 4
Batam, Ahmad Tahir menga-
takan, seluruh siswa XII ber-
jumlah 305 orang mengikuti
UNBK dengan menggunakan
sistem komputerisasi. Pelak-
sanaan UNBK menggunakan
sistem komputerisasi ini su-
dah berlangsung semenjak
tiga tahun lalu.

“Ada sebanyak 305 siswa
kelas X1l mengikuti ujian yak-
ni Kimia Industri, Kimia Ana-
lis, Rekayasa Perangkat Lu-
nak dan Multimedia, ujamya.

Sementara itu, untuk
mengantisipasi kendala sis-
tem jaringan atau masalah
pada komputer, pihaknya
uga sudah menyediakan tiga
teknisi dan tiga proyektor un-
tuk mengantisipasi masalah
tersebut, sehingga ketika ada
kendala tidak menggangu
siswa dalam melaksanakan
ujian.

“Keempat mata pelajaran
yang diujikan ini dilaksana-
kan siswa selama empat ha-
ri,"jelasnya.

Dia menyampaikan, pada
pelaksanaan ujian nasional
saat ini, pengawas yang di-
datangkan dari luar sekolah
dan pengawas yang dida-

ini langsung ditun-
juk dari Dinas Pendidikan
Provinsi. (als)
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34 Pejabat

» Tak Serahkan Laporan Kekayaan
» Berharap tak Ada Tertangkap KPK

BATAM, TRIBUN - Sebanyak
84 pejabat di lingkungan
Pemerintah Kota Batam ter
ancam akan dinonjobkan
‘asalnva hingga batas wak
tu vang ditentukan, 31 Ma
ret lalu, mereka belum juga
menyerahkan laporan harta
kekayaannya

“Kalau tidak melaporkan
harta kekayaan, kami akan
ambil tindakan. Akan saya
nonjobkan,” kata Wali Kota
Batam, Rudi, Senin (2/4).

Meski begitu, kepada me-
reka masih dibert kesempat-
an untuk melapor.

“Laporan kita ini ditunggu
KPK. Besok saya tunggu la-
porannya,” ujarnya. .

Rudi mengingatkan, lapor-
an kekayaan ini penting agar
pejabat berhati-hatl dalam
menjalankan fugasnya. l‘r:jf‘u-
bat di lingkungan Pemko Ba-
tam, juga diminta llfllll{r ber-
main-main dengan ﬂng;lt‘s:':l:;j
la tidak ingin ada plj‘;;.l;l{
pemko yang terjaring ¥ =

“KPK sekarang heda ,.{ .
ngan sebelumnys. J;.::;‘l:ﬂ}
kan Rp | miliar, yans g

. L, diambil (dité
juta juga ¢

Kalau tidak mela-
porkan harta keka-
yaan, kami akan
ambil tindakan.
Akan saya nonjob-
kan

RUDI

Wali Kota Batam

kap),” kata Rudl,
Sebelumnya diberitakan,
Wakil Wali Kota Batam, Am-
sakar Achmad mengingal-
kan, batas akhir pengisian
laporan harta kekayaan pe-

jabat negara (LHKPN) sudah

semakin dekat. Sebanyak
264 orang I}[‘Jlll}i’ﬂ Pemko Ba-
tam, diketahul belum meng-
isi LHKPN-nya. Semenlara
669 orang sudah mengisi
daflar harta kekayaannya,
“E-filling darl KPK mem-

P -

perlihatkan tingkat kepa-
tuhan penyelenggara negara
atau yang wajib lapor LHKPN
sebesar 72 persen,” kata Am-
sakar sebagaimana dikutip
dalam hymas.batam.go.id,
Rabu (28/3).

Kepada pejabat yang be-
lum lapor, Amsakar meminta
untuk segera melapor sebe-
lum 31 Maret 2018, Adapun
pejabatl yang wajib mengisi
LHKPN inf, yaitu seluruh
eselon 1l dan eselon 1. Ke-
mudian eselon IV yang ber-
sentuban dengan kegiatan,
serta pegawal yang ditugas-
kan menjadi bendahara.

Amsakar mengatakan,
scbelum ini Pemko Batam
sudah mendapat asistensi
darl tim koordinasi, supervi-
sl, pencegahan (korsupgah)
KPK. Jangan sampal pejabat
yang sudah mendapat super-
visl ini malah tidak melaksa-
nakan kewajibannya melapor
harta kekayaan.

“Yang merasa punya ke-
glatan, punya proyek, lapor.
Eselon [I dan Eselon 111 selu-
ruhnya wajib,” ujarnya. (*/
wie)
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